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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 201 7 

TENT ANG 

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA 

KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA 

DUNIA PENDIDTKAN DAN PENELITIAN HUKUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan 

admini strasi hukum bagi kantor advokat yang 

mempekerjakan advokal asing di Indonesia sebagaimana 

diatur dalam ketcnluan pera tu ran perundangan­

undangan, diperlukan tata cara atau mekanisme dan 

persyarata n mempekerjakan advokat asing serta 

kewajiban pemberian jasa hukum secara curna-curna 

k e pada dunia pendiuika n dun penditian hukum; 

b. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia nomor M.1 l -HT.04.02 .Tahun 2004 tcntang 

Persyaratan dan Tata Ca ra Memperkerjakan Advokat 

Asing scrta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara 

Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian 

Hukum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum masyarakat, schingga perlu diganti~ 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksnnakan kctcntuan dulam Pasal 23 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

perlu menetapkan Peraturan Mcnleri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban 

Membcrikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada 

Dunia Pendidikan dan Pcnelitian Hukum; 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kemcnterian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presidcn Nomor 44 Tahun 2015 ten tang 

Kcmentcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Ha k Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hctk Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA 

MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASINQ SERTA KEWAJIBAN 

MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA 

DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELrTIAN HUKUM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyar atan sebugaimnna dimaksud dalam 

Undang-Undang mengenai Advokat. 

2. Advoka t Asing ada lah advokal bcrkewarganegaraan asing 

yang menjalankan profesinya di wilayah negara Rcpublik 

Indonesia berdasarkan persyaratan peraturan 

perundang-undangan. 

3 . Pemohon adalah Kantor Advokat Indonesia yang akan 

mcmpekerjakan Advokal Asing. 

4. Kantor Advokat Indonesia yang selanjutnya disebut 

Kantor Advokat adalah suatu pcrsekutuan perdata yang 

didirikan olch para advokat Indonesia yang mempunyai 

tugas mcmberikan pt'layanan jasa hukum kepada 

masyarakat. 

5. Mentcri adalah mcnteri yang menyclenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jcnderal Administrasi 

Hukum Umum. 

7. Hari adalah hari kerja. 
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Pastll 2 

(1) Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing 

sebagai karyawan atau tcnaga ahli dalam bidang hukum 

asing. 

(2) Bidung hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) mcliputi: 

a. hukum dari negara asalnya; dan/atau 

b. hukum intcrnasional di bidang bisnis dan arbritase 

serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

lainnya. 

Pasal3 

( 1) Jumlah Advokat Asing yang dapat dipekerjakan pada 

Kantor Advokat ditentuknn berdasarkan jumlah 

keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor 

tersebut dengan perbandingan 4 (cmpat) orang Advokat 

Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, 

dengan ketentua!l paling banyak 5 (lima) orang Advokat 

Asing untuk setiap Kanlor Advokat. 

(2) Dalam hal Kantor Advokat hanya mempunyai 3 (tiga) 

orang Advokat Indonesia maka 

kesempatan untuk mempekerjakan 

Advokat Asing. 

BAB II 

dapat diberikan 

1 (satu) orang 

TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING 

Pasal4 

(1) Untuk dapat mempekerja kan Advokat Asing pada Kantor 

Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Advokat 

Asing wajib memperoleh izin kerja dari menteri yang 

menyclenggarakan urusan pemcrintahan di bidang 

tenaga kerja. 

(2) Sebclum mcndapatkan 1zm dari mentcri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kantor Advokat wajib 

mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri. 
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(3) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenakan biaya scsuai dengan ketentuan peraturan 

p~rundang-undangan di bidang penerimaan negara 

bukan pajak yang bcrlaku pada Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

Pasa lS 

( 1) Permohonan sebagaimana dirnaksud dalum Pasal 3 

diajukan oleh Pemohon secara langsung dengan mcngisi 

formulir permohonan. 

(2) Sclain mengisi formulir permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan 

dokumen persyaratan sebagai berikut: 

a. asli surat permohonan yang ditandatangani di atas 

materai; 

b. asli rekomendasi dari organisasi Advokat yang ada di 

Indonesia; 

c. asli perjanjian kerjasama antara Kantor Advokat 

dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan yang 

telah dilegalisasi oleh notaris Indonesia; 

<i . identitas data dari Advokat /\sing yang mengajukan 

permohonan; dan 

e. program tentang rencana pemberian jasa hukum 

secara cuma-cuma secara tertulis. 

(3) ldentitas data duri Advokat Asing s<.:bagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d tcrdiri atas: 

a . asli riwayat hidup; 

b. fotokopi ijazah yang Lelah dilegalisir oleh Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing 

bcrasal; 

c. asli surat kcterangan sebagai pengacara aktif yang 

dikeluarkan oleh lembaga rcsm1 dan telah 

dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia 

di n egara Advokat Asing berasal; 

d . asli surat ke tcranga n sebagai anggota organisasi 

profesi hukum yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan 
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Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing 

bero.sal; 

e. asli surat kelerangan tidak dicegah dan ditangkal 

dari Direktorat Jenderal lmigrasi; 

f. fotokopi paspor yang masih bcrlaku; 

g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang 

berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (empat 

sentimeter kali enam scntimetcr sebanyak 4 (empat) 

lembar; 

h. bukti setoran pembayaran penerimaan negara 

bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri; 

dan 

i. nomor pokok wajib pajak o.tas nama Kantor Advokat. 

Pasal6 

(1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 wajib dilakukan pemeriksaan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua 

puluh satu) Hari terhitung scjak tanggal permohonan 

diterima. 

Pasal 7 

( 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kekurangan 

kek:ngkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal 

memberitahukan sccara tcrtulis kepada Pemohon untuk 

dilengkapi. 

(2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal 

pembcritahuan disampaikan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (2) Pemohon tidak melcngkapi dokumen, 
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Pasal 8 

Dalam ha! permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasnl 7 ayat (3), Pcmohon daput mengajukan permohonan 

baru. 

Pasal 9 

(l) Dalam hal herdas::trkan hasil pemcriksaan sebagaimana 

dimoksud dalam Pasal 6 permohonan dinyatakan 

lengkap, Menteri menetapkan kcputusan tentang 

persetujuan mempekerjakan Advokat Asing. 

(2) Kcputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 

diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

dan dapat diperponjang. 

(3) Scbclum Menteri menctapkan keputusan tentang 

persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung 

kepada Direktur Jenderal mengenai program jasa hukum 

cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia 

pcndidikan dan penelitian hukum. 

(4) Dalam ha! Advokat Asing tidak mcrnaparkan secara 

lang~ung kepada Direktur Jendcral sebagaimana 

dimaksud pada a.yat (3), Mcntcri tidak rnengeluarkan 

persetujuan. 

Pasal 10 

( 1) Kcpu tusan ten lang pcrs<::tuj uan izi n mernpckerjakan 

Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

dapal dilakukan perpanjongan. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diajukan oleh Kantor Advokat kepada Direktur Jenderal 

berdasarkan permohonan. 

(3) Permohonan sebagaimnna dimaksud pada ayat (2) 

(4) 

diajukan olc:h Pemohon secara langsung dengan mengisi 

formulir permohonan. 

Sclain mcngisi formulir perrnohonun 

dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus 

sebagaimana 

melampirkan 

dokumcn persyaratan sebagai berikut: 

,,/J\ 
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a. 1otoKop1 IJazah; 

b. fotokopi surat kcterangan sebagai pengacara aktif 

yang dikeluarkan oleh lcmbaga resmi dan telah 

dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia 

di negara Advokut Asing berasal atau di keduta;.tn 

besar negara Advokat Asing berasal; 

c. fotokopi surat keterangan sebagai anggota organisasi 

profesi hukum yang telah dilegalisir olch Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing 

berasal atau di kcdutaan besar negara Advokat 

Asing berasal; 

d. asli sural keterangan tidak dicegah dan ditangkal 

dari Direktorat Jenderal Imigrasi; 

e. fotokopi paspor yang masih berlaku; 

f. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang 

berwarna merah ukuran 4 cm x 6 cm (cmpat 

sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat} 

lembar; 

g. bukti setoran pembayaran pcnerimaan negara 

bukan pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri; 

h. nomor pokok wajiu pajak atas nama Kantor Advokat 

dan atas nama Advokat Asing; dan 

i. surat keterangan yang mcnyatakan bahwa Advokat 

Asing tclah melaksanakan pembcr1an jasa hukum 

sccara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan 

penelitian hukum, paling singkat 100 (seratus) jam 

per tahun. 

Pasal 11 

Permohonan perpanjangan sebagaimana dima ksud dalam 

Pasal 10 diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

bulan sebelum berakhirnya keputusan mengenai persetujuan 

mempekerjakan Advokat Asing. 
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Pasal 12 

(1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasul I 0 wajib dilakukan pcmeriksaan. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan. 

(3) Pcmeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 

bcla~) Hari tcrhitung scjak tanggal permohonan diterima. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemcriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan 

kelengkapan dokumcn persyaratan, Direktur Jenderal 

memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk 

dilengkapi. 

(2) Pemohon wajib melcngkapi kekurangan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada a yat (1) dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) Bari sejak tanggal 

pemberitahuan disampaikan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Pemohon ticlak melengkapi dokumen, 

permohonan dinyatakan ditolak. 

Pasal 14 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 permohonan dinyatakan 

lengkap, Direktur Jenderal menetapkan keputusan 

tentang perpanjangan persetujuan mempekerjakan 

Advokat Asing. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

\ 
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BAB III 

PERPINDAHAN WILAYAH/KANTOR KER,JA ADVOKAT ASING 

Pasal 15 

(1) Advokat Asing yang tclah bekcrja di Kantor Advokat, 

dapa t pindah kerja pada Kantor Advokat yang lain. 

(2) Pcrpindaha n kerja Advokat Asing sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri 

berdasarkan permohonan. 

(3) Pcrpindahan kerja Advokat Asing scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diajukan oleh Pemohon secara Iangsung 

dengan mcngisi formulir permohonan. 

(4) Selain mengisi formulir permohonan scbagaimana 

dimaksu d pada ayat (3), Pemohon harus melampirkan 

dokumen pcrsyaratan berupa surat keterangan tidak 

berkeberatan dari Kantor Advokat tempat Advokat Asing 

bekerja sebelumnya. 

(5) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Pemohon harus melampirkan dokumen 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Pasal 16 

Ketentuan me ngenai tata cara pemeriksaan permohonan 

sebagaimana dimaksud dala m Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan 

permohonan perpindahan kerja Advokat Asing. 

BAB IV 

KEWA.JIBAN 01\N LAl~ANGAN ADVOKAT ASING 

Pasal 17 

(1) Advokat Asing wajib memberikan jasa hukum secara 

cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia 

pendidikan dan penelitian hukum . 

(2) Sclain diberikan pada dunia pendidikan dan penelitian 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program 

rf\ _I 



Jasa nuKum cuma-cuma dapat diberikan pada instansi 

pcmcrintah. 

(3) Dalam hal Pcmbcrian jasa hukum secara cuma-cuma 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, 

Menteri tide1k mempcrpanjang pcrsctujuan 

mempekerjakan Advokat Asing. 

Pasal 18 

(1) Kantor Advokat wajib menyampaikan laporan tertulis 

kepada Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 [enam) 

bulan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat pelaksanaan kewajiban Advokat Asing 

dalam mclakukan: 

a. pernbinaan; 

b. pengembangan; 

c. peningkatan mutu pelayanan jasa hukum pada 

kantor tempatnya beke1ja; dan 

d. pcngalihan ilmu pengetahuan dan kemampuan 

profesionalnya kepada Advokat Indonesia. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara langsung kepada Direktur Jenderal. 

(4) Dalam hal Kantor Advokat tidak memenuhi kewajiban 

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur 

Jcndcral dapat mengusulkan kepada Menteri untuk: 

a. tidak memberikan persetujuan mempekerjakan 

Advokat Asing; atau 

b. tidak mernperpanjang persetujuan mempekerjakan 

Advokat Asing. 

Pasal 19 

(.1) Advokat Asing yang sudah mendapat persetujuan kerja 

dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik 

dan/atau membuka kantor jasa hukum atau 

perwakilannya di wilayah 

Indonesia. 
Negara Kesatuan Republik 



lLJ Aavokat Asmg yang sudah mendapat persetujuan kerja 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. menlnuli hukum dan kctentuan peraturan 

perundang-undangan Indonesia; 

b. turut membina, mengembangkan, dan 

meningkatkan mutu peloyanan jasa hukum pada 

kantor tempatnya bekerja; dan 

c. mengalihkan ilmu pengetahuan dan kemampuan 

profesionalnya kepada para Advokat Indonesia. 

BAB V 

PEM/\NTAUAN 

Pasal 20 

(1) Menteri atau Direktur Jendera l dapat melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan Kantor Advokat 

dalam mempekerjakan Advokal Asing. 

(2) Pemanlauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Pnsal 2 l 

Dalam ha! berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 Advokat Asing tidak melaksanakan 

program pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, Menteri 

dapat meninjau kembali keputusan persetujuan 

mempekerjakan Advokat Asing pada Kantor Advokat. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

Pada saat Pcraturan Men tcri ini mulai berlaku: 

a. Advokat Asing yang tclah diberikan persetujuan kcrja 

dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Mentcri ini; da n 

fiii 
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b. permohonan pcrsetUJUan kerja mempekerjakan Advokat 

Asing yang telah diterima sebelum Pcraturan Menteri ini 

mulai bcrlaku, diproses berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hi'\k Asusi Manusia Nomor M. l l-HT.04.02 

Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Mcmperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban 

Memberikan ,Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada 

Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum sampai dengan 

diterbitkannya kcputusan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai bcrlaku, Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. l l­

HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan 

Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan 

dan Penelitian Hukum, dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 24 

Peraturan Mentcri ini mulai berl<.1ku pada tanggal 

diundangkCJn . 

r~ 



Agar sctiap orang mcngctahuinya, memerintahkan 

pengundangan Pcraturan Mcnteri ini dengan penempa tan nya 

dalam B eri tH Negara Republik lndonesia. 

Ditetapkan di J a karta 

pada tanggal 14 Nov e mber 201 7 

MENTERI HUKUM DAN HAI< ASASI !vfANUSIA 

REPUBLIK !NOONE 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

DIREKTUR JENOERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HlJKUM DAN HAI< ASASI MANU81A 

REPUBLIK INDONESIA, 
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